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PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2018 

TENTANG  

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

 

  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3.  Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG 

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:  

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah.  

2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya 

disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi 

pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta 
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telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan 

nomor induk pegawai. 

7. Masa Prajabatan adalah masa percobaan selama 1 (satu) 

tahun yang wajib dijalani oleh CPNS melalui proses 

pendidikan dan pelatihan. 

8. Pelatihan Dasar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan 

dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara 

terintegrasi untuk membangun integritas moral, 

kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan 

kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan 

bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme 

serta kompetensi bidang. 

9. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan 

sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur 

dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas 

jabatannya. 

10. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, 

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan 

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, 

fungsi dan jabatan. 

11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

12. Kompetensi Teknis Administratif adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat 

umum/administratif yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. 

13. Kompetensi Teknis Substantif adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang bersifat 

teknis/substantif yang dapat diamati, diukur dan 

dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, 

www.peraturan.go.id



2018, No.1800  

 

-4- 

memfasilitasi pada pembentukan jabatan fungsional 

tertentu. 

14. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural.  

16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan 

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi 

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 

17. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat 

LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pengkajian dan 

pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara 

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai aparatur sipil negara. 

18. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang Terakreditasi yang 

selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Terakreditasi 

adalah satuan unit organisasi penyelenggara pelatihan, 

baik yang bersifat mandiri maupun bagian dari satuan 

unit organisasi, yang mendapatkan pengakuan tertulis 

dari LAN untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar 

CPNS. 

19. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan. 

20. Mata Pelatihan adalah materi ajar yang dibangun 

berdasarkan bahan kajian bidang keilmuan tertentu 

atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau 

sejumlah keahlian dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum. 

21. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah 

satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran. 
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Pasal 2 

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman bagi: 

a. LAN dalam melakukan pembinaan Pelatihan Dasar CPNS; 

dan  

b. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dalam 

menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS. 

 

Pasal 3 

(1) CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan. 

(2) Masa Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 

tanggal pengangkatan sebagai CPNS. 

 

Pasal 4 

(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib memberikan Pelatihan 

Dasar CPNS selama Masa Prajabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

(2) CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) 

kali.  

 

Pasal 5 

(1) Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan 

kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

berdasarkan kemampuan: 

a. menunjukkan sikap perilaku bela negara; 

b. mengaktualisasikan nilai dasar PNS dalam 

pelaksanaan tugas jabatannya; 

c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; dan 

d. menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang 

dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. 

(3) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang 

memadukan antara: 
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